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ABSTRAK

Nurhidayatullah, 2022: Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam
Menangani Kasus pelanggaran Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba
(di Bimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu
Dalam Menangani Kasus pelanggaran Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
vang digunakan adalah teknik observasi \ ancara, dan dokumentasi. Penentuan
informan penelitian ini mengguna / ) urposive sampling vaitu kepala
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1)
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat,

anggota Dewan perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk

publik Indonesia
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mengemukakan tiga fungsi pokok Pemilu, yaitu, fungsi keterwakilan, fungsi
integrasi, fungsi mayoritas. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa
Pemilu merupakan suatu kegiatan atau event politik yang berfungsi untuk memilih
perwakilan masyarakat yang akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan




dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas Masing-masing partai politik
scbagai peserta Pemilu memiliki cara- cara tersendiri untuk memperoleh
dukungan dan suara (vote) dari masyarakat, salah satunya yaitu strategi
komunikasi politik.

Sebagaimana amanat Undang-undang bahwa guna mencapai cita-cita

bangsa dan tujuan nasional maka perlu diselenggarakan Pemilihan Umum

akhirnya setiap kebijakan/keputusan yang mencerminkan rasa keadilan yang
hidup di masyarakat. Dalam paham demokrasi tidak dibenarkan adanya tindakan
sewenang-wenang, maka diperlukan keteraturan pasti yang diatur dalam norma

hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik




Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan
negara kekuasaan (machtsstaat), Uraian demikian menjadi identitas bahwa
Indonesia merupakan negara bercita demokrasi dan nomokrasi dalam satu nafas
(Kamalatuzzahroh, 2018).

Hakikat demokratis dalam konteks ini yaitu pelaksanaan pemilu/pemilihan

yang secara substansial dilandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil. Karena dengan tery
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Indonesia, pemberian suara menjadi ukuran paling dasar dalam politik
konvensional.
Dalam rangka pelaksaan Pemilu ini, perlu sebuah pengawasan aktif dari

negara guna mengantisipasi berbagai hal di dalam pelaksanaan Pemilu, terutama




pontensi-potensi pelanggaran Pemilu atau bisa juga disebut potensi permasalahan
hukum Pemilu (Alfiantoro, 2018, 137).Karena itu, negara telah membentuk satuan
kerja untuk mengawasi Pemilu. sebuah budm vaitu Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Republik Indonesia,yang juga bersifat nasional. Sama halnya dengan
KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS. Jajaran Bawaslu RI ada

Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat provinsi,

asi pelaksanaan Pemilu di

kemudian Bawaslu Kabupate

‘ //::J««/\;ﬁa ‘\
(g\*\ 7N
B~y

T

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas. rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Dimana Penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman pada peraturan




perundang-undangan yang berlaku. schingga dapat terselenggara secara
demokratis sesuai asas-asas Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu sangat
potensial terjadi berbagai pelanggaran, baik pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu,
Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maupun Perselisihan
Hasil Pemilu, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Pemilu dengan tegas menca
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pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala
dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan,
Politik uang dengan banyak kasus yakni memberikan atau menjanjikan uang

ataupun barang dari pasangan calon, partai politik dan tim sukses kepada pemilih




atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenangkan Pemilu dengan cara
vang curang. Ada empat hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan
politik uang. Pertama, vote buying atau membeli suara. Kedua, vote broker atau
orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang.
Ketiga, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat,

pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

kaderisasi di tubuh Partai

tidak dilakukan s
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Panwaslak Pemilu dipisahkan dari LPU yang sebelumnya menjadi satu struktur
dibawah Departemen Dalam Negari (sekarang Kementerian Dalam Negeri).
Perbaikan terhadap pengawasan terus dilakukan, hingga pada tahun 2003

disahkan terkait perubahan nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).




Maka dari itu Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba melakukan
koordinasi serta pengawasn ketat kepada calon bupati Bulukumba tahun 2020.dan
melakukan berbagai edukasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi
pada pilkada tahun 2020.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan serentak hal itu sesuai
dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Penguatan pengawasan dalam
Pilkada Tahun 2020 setidaknya didukung oleh keleluasaan Penguatan

kelembagaan maupun fungsi pengawasan yang harus dibarengi dengan penguatan




sumber daya manusianya mengingal kewenangan maupun fungsi yang
diembannya sangat berat.

Meskipun pengawalan Pemilihan Kepala Daerah merupakan kewajiban
semua pihak namun pada tataran implementasinya kekuatan masyarakat yang
tidak terlembaga relatif kesulitan untuk mengawal langkah tersebut, ketika

masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan maka

di butuhkan pengetahuan dan integ pgung jawab terhadap jaminan

negara yang memenuhi

(PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 270 daerah yang
menggelar Pilkada 2020. KPU Kabupaten kota menyusun dan melakukan
pemutakhiran daftar pemilih serta menyampaikan kepada PPS, kelompok

penyelenggara pemungutan suara (KPPS).




Kemudian dilanjutkan tahapan pemenuban persyaratan dukungan paslon
independen atau perseorangan. Tahapan ini mulai dari penyampaian syarat
dukungan ke KPU, masa perbaikan hingga verifikasi faktual perbaikan
berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus 2020.Sesuai Peraturan KPU
(PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Programg,dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, usai

pendaftaran bakal pasangan calongtaha ada 2020 berikutnya adalah KPU
Ang; : aga di Pilkada Serentak
» A
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Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara
(TPS) dilaksanakan pada 9 Desember 2020.Pilkada Serentak 2020 resmi diundur
hingga 6 Desember 2020, dari yang sebelumnya direncanakan digelar pada 23

September 2020, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020,
Penundaan pemungutan suara Pilkada yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Mei
2020 itu akibat adanya pandemik COVID-19 atau virus corona. Empat pasangan
calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode 2020-2025, resmi
mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba. Proses
pendaftaran paslon mulai dibuka KPU sejak tanggal 4 hingga 6 September 2020

Bulukumba tahun 2020 adalah Netralitas ASN. Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga yang mempunyai hak untuk
memilih. Namun demikian, berbeda dengan Warga Negara Indonesia (WNI)

lainnya, ASN dilarang untuk menunjukkan preferensi pilihan politiknya di
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hadapan publik, sebagai konsckuensi dari asas Netralitas dan Kode Etik dalam
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal
2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan Asas Netralitas.
Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan “harus bebas dari pengaruh dan

intervensi semua golongan dan P Pasal 11 huruf ¢ Peraturan
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Sumber : Data olahan berita acara KPU Bulukumba
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Bulukumba

berlangsung Relatif Aman, ini tidak lepas dari Komitmen Jajaran Pengawas
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Pemilihan yang bekerja secara Profesional dan menjungjung tinggi Integritas.
Jumlah Personil Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan adalah :

Tabel 1.2 : Jumlah Pengawas Pemilihan

Pengawas Lk Pr Jumlah
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Semua penduduk Kabupaten Bulukumba yang sudah memenuhi syarat
sebagai pemilih harus sudah terdafiar dalam Daftar Pemilih dan bisa
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba
Tahun 2020. Pada tahapan ini terjadi penundaan dikarenakan pandemi Covid-19
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(bencana non alam), scbelumnya Bawaslu dalam pengawasan tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih telah menerbitkan surat edaran nomor:
SS0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 tentang instruksi pengawasan tahapan
pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan tahun 2020.
Setelah tahapan dilanjutkan dengan dikeluarkannya peraturan KPU Nomor 5
Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang

Dari Ulasan Singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan
diatas maka penulis dapat memutuskan suatu rumusan masalah
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1. Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus
pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020
C. Tujuan Penelitian
l. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Bawaslu dan Panwas dalam
menangani pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Bulukumba 2020,
D. Metode penelitian




BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.
penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-

orang sebelumnya.sehingga penulis mampu memaksimalkan tulisan ini.

banyak pelanggaran tindak
pidana pemilihan,
administrasi dan kode etik.
Rumusan masalah dalam
penelitian ini (i) Apa saja
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bentuk  pelanggaran yang
terjadi pada penyelenggaraan
pemilihan  Gubernur  dan
Wakil Gubernur pada Pilkada
serentak 2018

2 | Rizky Aditya | Upaya Bawaslu Kota
Pratama Samarinda dalam
(2019) :

n | Kota  Samarinda  dalam

.......

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui upaya Bawaslu

. pelanggaran
1 2019 dan faktor

Dengan mendasarkan data
vang ada, penulis berupa
menggambarkan secara
sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta - fakta, sifat
— sifat serta hubungan antar
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fenomena yang ada. Upaya
Bawaslu Kota Samarinda
dalam Pencegahan
Pelanggaran Pemilihan
Umum Anggota Legislatif
serta  Pemilihan  Umum
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019

3 | Arjan Tofani
Rukman(2019

A
finta. | Koordinasi Pemerintah dalam

orang. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini

adalah observasi,wawancara
dan dokumentasi.
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B. Koordinasi

Dalam memberikan arah dalam penelitian ini, diperlukan adanya teori-teori
yang mendukung arah masalah, karena teori merupakan sarana atau alat yang
digunakan sebagai kerangka berpikir untuk mengetahui variabel-variabel vang
diteliti dan cara penyelesaiannya secara teoritis. Secara FEtimologis. kata

koordinasi diserap dari bahasa Inggris, Coordination yang memiliki arti kegiatan

menertibkan., mengatur atau mengipts selipuh hal berjalan dengan lancar

anya, maka pengertian

L1

A\ B ‘ w%’\\\
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Terry menjelaskan bahwa dalam proses koordinasi terdapat empat syarat yang
harus dipenuhi. Pertama, harus mempunyai perasaan untuk bisa saling
bekerjasama. Kedua, memiliki semangat persaingan antar departemen agar setiap

departemen bisa berlomba-lomba dalam melakukan yang terbaik.Ketiga, memiliki
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semangat tim agar setiap bagian dalam organisasi bisa menghargai. Keempat,
memiliki rasa setia kawan agar seluruh anggota tim bisa saling membantu.Untuk
itu, seluruh departemen dalam organisasi harus melakukan bagian dari unitnya
secara kohesif agar mampu memaksimalkan performanya. Sehingga, fungsi

koordinasi yang berguna untuk mengatur beragam upaya dalam mengintegrasikan

berbagai tindakan bisa berjalan lancar.

bentuk ataun mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk

dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut.
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Penyelenggara dalam pemilu harus mempunyai komitmen yang tinggi.
independen danintegritas yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi melalui
pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan asas asas penyelenggaraan
pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib, kepentingan umum.,
keterbukaan, proporsionalitas. profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektif. dan

dan sesuai dengan aturan organisasi. Koordinasi vertikal ini berhubungan dengan

'pmgarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja,

seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan
supervisornya. Tapi di lain hal. seluruh supervisor marketing tersebut harus




i1

bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya. Sedangkan koordinasi
horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antara beberapa unit departemen
kerja pada tingkatan hirarki manajemen yang sama. Contohnya adalah koordinasi
antara pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan.

Melihat dari penjelasan koordinasi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa

pengertian koordinasi adalah suatu prases dalam mengintegrasikan seluruh

,. \\\‘\\h,,,//
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independen yang berbeda, agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak.
2. Manfaat Koordinasi
Hani Handoko menjelaskan ada enam manfaat yang akan dirasakan

oleh suatu organisasi jika mampu menjalankan koordinasi dengan baik.
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Pertama, bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu

dalam organisasi. Kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa

departemen lain adalah departemen yang penting.

Koordinasi di dalam organisasi publik atau instansi pemerintah pada intinya
adalah untuk menyatukan segala upaya dan tindakan harmonis untuk mencapai

tujuan bersama, maka menurutKetiga, mepcegah adanya perselisihan antar bagian

d. Infromasi mengenai kinerja pegawai

e. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas
Alur Komunikasi dalam kaitannya dengan kegiatan suatu organisasi

selalu berkaitan dengan komunikasi internal dan eksternal. Rosenblatt, et.all
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( 1982 : 5 ) dalam yulianita menyatakan bahwa komunikasi organisasi
dalam kegiatanya selalu meliputi dua ruang lingkup diantaranya : internal
communication dan eksternal communication. ( 2005 : 92 ). Komunikasi
internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang vang berada di
dalam suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi

yang terjadi antara organisasi disatuypihak dengan pihak-pihak yang berada

pemerintah (pemimpin birokrasi) yang menunjukkan bahwa para pengikut

mengharapkan pemimpin vang mempunyai salah satu karakteristik
kompeten (competent). yaitu kemampuan seseorang pemimpin melakukan

suatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung keinginan atau
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kemauan dan kemampuan sesuorang untuk mendemonstrasikan kinerja
efektif, Pengetahuan SDM juga diperlukan dalam melaksanakan koordinasi
karena koordinasi dibutuhkan SDM vang memiliki kemampuan baik dalam
hal teknis di lapangan maupun dalam menjalin komunikasi yang baik
dengan orang lain. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa kiranya azas

koordinasi harus ada keselarasan aktivitas antara bagian organisasi serta

7
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kebijaksanaan. O'Reilly (1989: 11) menyebutkan komitmen karyawan pada
organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang
mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-
nilai organisasi. Steers dan Porter (1983: 67) mengatakan bahwa suatu




bentuk komitmen vang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif,
tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang
memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi
vang bersangkutan. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh
mana individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut
bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar

kesepakatan yang sudah diseps
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Artinya, bahwa dengan sanksi seseorang akan selalu mengendalikan
perilakunya sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

5. Kontinuitas Perencanaan
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Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan
akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadapapa yang telah
dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya. Menurut Sondang P.
Siagian (1994:108) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan
proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang
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2.

merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu lembaga

‘penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.4

Sedangkan Bawaslu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
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Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan singkatan dari
Badan Pengawas Pemilu dengan pengertian yang sama dengan UU Pilkada.3
Berpengertian sama, namun berkonsep kelembagaan berbeda dalam (Perdana et
al.. 2020).

Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum

(penyelenggara pemilu) di Indonesia, k pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2( /\' gara Pemilihan Umum (UU

Penyelenggara Pemilu). /
7 Tahun 2017 te /'/ *? PS MUHA!’

V& ..mKASgﬂ
Av ,4_._\ [N A'x ;<'$

B \\\\mm,,///

\\\ A\Y 5 ////

12 TN T

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sampai pelaksanaan

Pemilu selesai, dan sekaligus bekerja sebagai lembaga pengawasan pemilihan
pada saat penyelenggaraan Pilkada. yang bertugas dan berwenang untuk dalam
(Perdana et al., 2020) :
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1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan,

2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang- undangan mengenai Pemilihan.

3. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan

yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU

9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang- undangan.
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D. Konsep Panwaslu

Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang
dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi
Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun
2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
(BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama Panwaslak Pemilu yang dibentuk

tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi

(PPLJ dls.ﬂﬁﬂp K urahan/iesa ¢

sebagaimana yang diamanatkan undang- undang, vaitu dalam (Sentosa, 2019):
1. Mengawasi setiap tahapan pemilu.

2. Menerima pengaduan/laporan pelanggaran.
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3. Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama
pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada
instansi yang berwenang untuk pelanggaran vang bersifat Pidana Pemilu
(Sumber: Bawaslu RI).

Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73
UU No. 15/2011 terdiri dari tiga

menempuh tahapan-tahapan s
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E. Konsep Pilkada
Pemilihan umum merupakan salah satu capaian demokrasi untuk membentuk

sistem pemerintahan yang demokratis menurut Sukriono (Dairul et al.. 2021).

Demokrasi sebagaimana dimaksud adalah suatu sistem yang tidak hanya

berdimensi tunggal. tetapi juga beberapa unsur pelengkap gagasan dan
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kegiatannya. Demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk institusi dan regulasi
serta proses politik seperti keterlibatan politik dalam pemilihan pemimpin dan
struktur pemerintahan menurut Sinaga (Dairul et al.. 2021). Pemilu merupakan
salah satu ciri yang harus dimiliki oleh demokrasi. Dengan demikian pemilu
merupakan cara yang esensial dalam mengontrol pemerintahan bagi rakyat dalam

kehidupan bernegara, khususnya dengany para wakilnya dalam (Dairul et al..

. Menurut Winarno

(Sahea et al., 2018) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung
merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi

rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis

legitimasi politik kepada pejabat eksekutif vang terpilih®. Sementara menurut
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Purwoko (Sahea et al., 2018) menjelaskan bahwa: “Dalam Pilkada Langsung,
demokrasi vang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyraka:
untuk menduduki jabatan publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat untuk
menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk

menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736 Jum:

sehingea dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat
diterima dan dikehendaki oleh rakvat didaerahnya sehingga pemimpin rakyvat
tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara
bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat




daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu
tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan
UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Perdana et al., 2020).

F. Kerangka Pikir
Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori mengenai koordinasi yang
telah diuraikan di atas. Dalam teori tersébut dapat di Tarik kesimpulan menurut

Handayaningrat (1991:80) kog ' /\ s manajemen dapat diukur




Koordinasi Bawaslu dan Panwascam dalam Menangani
Kasus Pelanggaran Pada Pilkada Serentak Kab.
Bulukumba 2020

l

INDIKATOR KOORDINASI

1. Komunikasi
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data, maka lebih

dahulu ditetapkan fokus penelitian yang dimana fokus penelitaian saya yaitu
Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus pelanggaran
dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020.
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H. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji tentang
Koordinasi kedua kubu yang menjalankan tugasnya masing-masing. antara lain
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan implementasi
dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pilkada serentak 2020

Kabupaten bulukumba yang tentunya be

,,,,,,,

mempengaruhi media komunikasi yang lebih dapat memanfaatkan
perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara
efisien.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi




Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi
menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Untuk
mengukur Bagaimana koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani
kasus pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020, harus di
lihat dari pengetahuan SDM juga diperlukan dalam melaksanakan

koordinasi karena koordinasi dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan. Penelitian

ini berlokasi di Kabupaten bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti

berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan.



C. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan
selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:
1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk

menjaring berbagai data dan informasi yang fterkait dengan fokus yang

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba

2 | Ketua panwas kecamatan ujung loe Gusti Randa As 1

Ketua panwascam kecamatan kajang Ardi, S.Spdi 1
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E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik
pengumpulan data yakni:
1. Teknik Observasi
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan
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bulukumba 2020
3. Dokumentasi
Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen,
buku-buku atau Hasil-basil penelitian yang relevan koordinasi bawaslu dan
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panwaslu dalam menangani pelanggaran pilkada serentak Kabupaten
bulukumba 2020 sehingga menunjang kerelevanan data. Metode
dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi
yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data vang digunakan pada penelitian ini

dikemukakan oleh Miles dan Hug A Aswad (2018:33) Memiliki tiga

(N}
\
‘\

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion Drawing)
Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah
yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak. karena masalah dan




a1

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan
berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa
deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.
G. Keabsahan Data
Menurut Sugiyono dalam Sari (Sari & Sudiana, 2019) uji keabsahan data
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Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, Dalam penelitian in i akan
menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang
diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.
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3. Triangulasi Waktu
berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami
perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui
observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu




BAB 1V
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil singkat Kabupaten Bulukumba
a. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama Kabupaten dimulai dari

Selatan, yang secara geografis wilayahnya berada pada 5.20 derajat 5.40
derajat lintang selatan dan antara 119,58 derajat 120,28 derajat bujur
timur dengan batas wilayah meliputi sebelah selatan dengan Kabupaten
Selayar, dan Laut Plores schelah Utara dan Kabupaten

43




Sinjai Sebelah Timur dengan Teluk Bone, sebelah barat dengan
Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bulukumba terletak di Ujung bagian Selatan ibu kota
Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang
banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan
Pemerintah Daerah, hanya saja jndustri perahu tradisional itu belum
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4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1,154.67 Km? atau
sekitar 1.85 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan. terbagi dalam 10
Kecamatan yang meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24




kelurahan dan 102 desa. Ditinjau dari 10 Kecamatan terdapat 2
Kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan
Bulukumpa, masingmasing 173,51 Km? dan 171,33 Km?, sekitar 29,87 %
dari luas Kabupaten Bulukumba. kemudian Kecamatan yang terkecil

adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota

Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km? atau 1.25 % dari luas

Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe,
Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan
Kecamatan Herlang.Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25

s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan




Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan
Bontotiro, Kecamatan Kajang. Kecamatan Herlang, Kecamatan
Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di
Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan

ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian

dari Kecamatan I{'mdang, Kecamatan Bu]l.lkﬂmpa dan Kecamatan Rilau

Bulukumba
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istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut. terbangun rrust di seluruh
peserta dan warga negara tentang penvelenggaraan Pemilu vang
dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen vang saat itu disebut

sebagai Konstituante,
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‘Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu
1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak
Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan
Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan
Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas
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pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, vakni
LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya
Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga

berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas




Pemilu (Panwaslu).Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan
Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003.  Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu
dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari
Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi. Panitia
Pemilu Kabupaten/Kota

Pengawas dan Panitia Pengawas Pemilu
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adalah sebagai berikut:

a. Bawaslu Bertugas

1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
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2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
a) Pelanggaran Pemilu; dan
b) Sengketa proses Pemilu;

3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
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f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu di TPS:




h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke
PPK:

i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi. dan KPU;

J) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
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Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

1) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu kepada DKPP;

§) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
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t) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

u) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;

v) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

w) Melaksanakan tugas lain ,sesuai dengan ketentuan peraturan

f.Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat




dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses
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¢. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan
. .
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d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-

partisipatif’

e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan
berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara
cepat, akurat dan transparan;




f.Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu
baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
Struktur BAWASLU Kabupaten Bulukumba
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warga negara ftentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk

membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante,
Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan

sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada
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gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul
merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini
masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia
yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982,

dengan nama Panitia Pengawas Pelaksangan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada
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bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah

dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang
diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk

meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat
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penyelenggara  Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari
Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi
lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu
menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru
dilakukan melalui Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003. Menurut UU ini

dalam pelaksanaan pengawasan Pen ! sebuah lembaga adhoc terlepas

dari struktur KPU yang tep

,, ,?\'“\ 1 u/%"/'/

Judicial revie yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnyva menjadi kewenangan dari
Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,
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menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi,
pelanggaran pidana pemilu, serta kude-eﬁk.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya

lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan
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a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif
serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

b. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian
sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
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¢. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja
pengawasan. penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi,
efektif, transparan dan aksesibel:

¢. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta

aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu,

. /"':w‘
B, =

memenuhi kebutuhan/kuota. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Tes
Wawancara bagi Kelurahan/Desa yang tidak memenuhi kebutuhan/kuota,
Tanggapan Masyarakat dan Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat,
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Pengumuman Panwaslu Ad Hoc terpilih dan diakhiri dengan proses pelantikan
Panwaslu Ad Hoc.

Berikut ini adalah alamat lengkap Panwaslu Kecamatan yang berada di 10
Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Alamat: Poros Desa Singa — Tanuntung Kec. Herlang
h. Panwaslu Kecamatan Bontobahari
Alamat: JI. Bhayangkara No.5, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan




i. Panwaslu Kecamatan Kajang
Alamat: J1.Poros Tanete Kajang Desa Bonto Rannu
j. Panwaslu Kecamatan Ujung Loe
Alamat: Lingkungan Appasarenge Kelurahan Dannuang
Karna Panwaslu Kabupaten di ambil alih oleh bawaslu Kabupaten, maka dari

itu panwas hanya di bentuk di per K saja yang ada di Kabupaten
bulukumba Ada pun data dari pen amatan yang ada di Kabupaten
Bulukumba sebagai berik
N A
1
2
b
3 . I
\J
4 )
5 y AN 1
6 Tenripali
Djawil. 8.Pdi
Bulukumpa Jaya
7 Andi Nuralim Umar
Rusli
Kindang H. Sulaiman
8 Suherman




b1

Ujung loe

Gusti Randa

Andi Aslan Syarif

Maskur, S.Pd

10

Rilau Ale

Farman

Irfan Badri, S.Kep
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Tabel Data Pelanggaran Pilkada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020




KINDANG

8
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D. Bagaimana Koordinasi Bawaslu dan Panwas dalam menangani kasus
pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Bulukumba 2020.

Koordinasi adalah salah satu system fungsi dari manajemen yang

memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan

fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat

an presepsi mengenai tujuan yang

dari perkataan communicare, yaitu vang dalam bahasa latin mempunyai arti
berpartisipasi ataupun memberitahukan™ Dalam organisasi komunikasi

sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin
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tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan
komunikasi.

Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator
dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam
menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut

di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi vang

di Kabupaten
) ,‘  media social
tentang

pafkmfc: p:fgub mm;pun prpres Jadi semua mmyamkar dapar mengakses
media social tersebut karna ada bebrapa media social yang kita
buat,ada fb,istagram serta yutube jadi masvarakat bisa memantau atau
melihat perkembangan politik vang ada di Kabupaten Bulukumba itu
sendiri.(Hasil wawancara dengan B selaku staf bawaslu Kabupaten
bulukmba Selasa 8 februari 2022).
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Adapun berikut ini hasil wawancara penulis dengan stai Bawaslu
Kabupaten bulukumba terkait komunikasi intens vang dilakukan dengan
panwascam yanng ada di setiap Kecamatan,

“Dari pihak bawaslutu sendiri kami Menjalin  Komunikasi dengan
panwascam yang ada di Kecamatan msing-masing vang di mana Secara
lisan maupun tulisan. Dalam lisan ini yang dimaksud disini yaitu
mengadakan rapat dalam menjalankan suatu bentuk program dalam
melakukan kegiatan —kegiatan yang terkait dengan tahapan pilkada"

secara langsung. Jika da! isan kami membuat suatu informasi
kﬂmumkasf di mer.iia O ' Media, dan apa bﬂa fw;,rad:

hal terkait dengan kerja samanya kepada diskominfo kabupaten bulukumba.

“Kami sangat faham di era digital saat ini, semua media harus dapat
dimanfaatkan termasuk Radio, dengan kerjasama ini kami berharap
dapat memaksimalkan sosialisasi larangan politik uang, netralitas
ASN, TNI, POLRI serta kepala Desa dan Lurah, sehingga masyarakat
faham dan terus berpartisipasi melakukan pengawasan disetiap
tahapan pemilihan" (hasil wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu
Kabupaten Bulukumba rabu 9 februari 2022)




Dipihak lain kepala diskominfo juga menyampaikan kesediannya untuk
membantu bawaslu dalam penyaluran tahapan pilkda,Sementara itu
wawancara dengan MD selaku Kepala Dinas Kominfo Bulukumba,
mengatakan, siap membantu Bawaslu Kabupaten Bulukumba semaksimal
mungkin, dalam mensosialisasikan tahapan pilkada serentak 2020 di

Kabupaten Bulukumba

kan untuk penyebaran informasi

{. Silakan manfaatkan untuk

i:m: rapat dengan bawaslu mengenai

dan .Elebempa kali melak

tahapan-tahapan pilkada serta penagan pelanggaran Pilkada, jadi
ketika semisal sava tdk sempat datang kekantor bawaslu saya biasanya
melakukan komunikasi vai telpon atau pun whatsapp, agar komunikasi
tidak terputus dengan bawaslu"(hasil wawancara dengan G sebagai
ketua panwas Kecamatan Ujung loe jumat 11 februaru 2022)




Adapun hasil wawancara penelitian dengan ketua panwascam kajang
tentang komunikasi nya dengan Bawaslu, AM selaku ketua panwascam
Kecamatan Kajang memberikan informasi tentang komunikasi Panwascam
Kajang dengan bawaslu saat di temui di kediamannya.

“terkait masalah komuniksi, kami sangat bersywkur dengan adanya
komunikasi via telpon karnapersoalan jarak tempuh dari kajang
sampai kota itu kurang lebih 20km jadi dengan adanya grup whatsap

vang di buat bawaslu dapay ahkan sava berkomunikasi dengan
m data dari bawaslu sava selaku

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu
orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Kata

sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses
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penawaran (offeric) dan penerimaan. Sedangkan komitmen yang artinya
adalah suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (keterikatan),
baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain vang tercermin dalam
tindakan perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.
Dalam pelaksanaan Koordinasi antar bawaslu dan panwas dalam

penanganan pelanggaran pilkda serentak kabupaten bulukumba tahun 2020

c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
Mengenai tentang komitmen dan kesepakatan yang telah di terangkan

di atas maka adapun hsil wawancara yang telah di lakukan di kantor
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bawaslu kabupaten bulukumba tentang kesepakatan dan komitmen vang di
lakukan bawslu dan panwas tentan pilkda serentak kabupaten bulukumba
sebagai berikut:

“setelah  perekrutan  panwas kecamatan kami  menyampaikan
kewajiban mereka,melalui surat putusan  ketua bawaslu kami
memberikan tanggung jawab kepada panwas kecamatan yang di
mana nantinva merekalah yang membatu kami di untuk mengawasi
panwas yang ada di desa’) (hasil wawancara dengan A sebagai
ketua bawaslu Kabupaten Bilukumba rabu 9 februari 2022)

Selain kerja sam / \

‘\\\\\\\lllll,///'

A\ ‘z/

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja

melalui Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(BPJamsostek).
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Dari data yang di dapat penelitiketua bawaslu kabupaten, Ambo
Radde junaid dalam kutipan pernyataannya,menyatakan.

“Ambo Radde Junaid menjelaskan bahwa jumlah pengawas Pemilu
vang didafiarkan sebanyak 996 orang dengan rincian 30 panitia
pengawas  pemilihan  wumum  kecamatan, 136  pengawas
desa/kelurahan dan 830 pengawas tempat pemungutan suara
Perjanjian Kerjasama (MOU) ini merupakan wujud kepedulian
Bawaslu  Bulukumba terhadap para anggotanya yang akan
meugawaﬂ' pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buf’:d::m:ba pada.
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Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pencegahan Pelanggaran
Pemilihan dan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bulukumba Tahun 2020,




Selain bpjs kesehatan bawaslu juga menggadeng beberapa
corganisasi yang ada di kabupaten bulukumba., Ketua Bawaslu
Bulukumba Ambo Radde Junaid mengajak mahasiswa Muhammadiyah
untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba yang akan digelar 23
September 2020

abupaten Bulukumba dengan A
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“Amb Radde. Selain Isu Politik Uang, hal yang menjadi pekerjaan
kita bersama adalah pengawasan Netralitus Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang terkadang masih rentan diintervensi dalam rangka
memenangkan salah satu calon kepala daerah. Kami harapkan bagi
teman-teman Mahasiswa agar hal ini juga aktif diawasi,” (hasil
wawancara dengan A sebagai ketua bawaslu Kabupaten Bulukumba
rabu 9 februari 2022)




Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dia atas peneliti dapat
menyimpulkan bahwa komitmen dan kesepakatan antara bawaslu dan
panwas serta beberapa organisasi dan bpjs ketenagakerjaan tentang
kesepakatan dan komitmen yang di lakukan untuk menujang berjalannya
domokrasi yang baik.dengan terwujudnya penaganan pelanggaran
pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020,dengan adanya tugas
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penyelenggara sebelumnya dapat memberikan dorongan bagi bawaslu
kedepannya agar lebih baik lagi dalam menjalanklan tugasnya.

Dari beberpa uraian diatas ,maka untuk menjelaskan berbagai upaya

atau pun agenda dari kelanjutan mengenai penanganan pelanggaran
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pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2020. staf Bawaslu
Kabupaten Bulukumba Bakri Abubakar mengajak seluruh pemuda dan
segenap komponen masyarakat kabupaten Bulukumba untuk ikut
berkontribusi sukseskan pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun

2020, iya pun menyatakan *

berpartisipasi mengambil
OSES, P claksanaan Pemilihan

acen i

NS
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s
.
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menyimpulkan dengan apa vang sudah sesuai di lapangan bahwa bawaslu
dalam koordinasi antara bawaslu dan panwas dalam aspek pencegahan
pelanggaran pemilukada.bawaslu dan panwas telah melakukan

komunikasi dengan baik.salah satu bukti yaitu bawaslu sealau
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menagadakan sosialiasi untuk membrikan pengetahuan kepada
masyarakat,selain bawaslu dan panwascam juga turut membangun ikatan
emosional dengan masyarakat dengan adanya sosialisai yang di adakan
panwascam untuk masyarakat dan membangun komunikasi vang baik

pula.

Berdasarkan observasi pepulis di lapangan terkait koordinasi

bawaslu dan panwaslu »/\w pelanggaran pilkada serentak

c,\ﬂ“*s w
\m\i'm/
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kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan
komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu vang dalam bahasa
latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam

organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi
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partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan
tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

Terkait pola komunikasi yang dilakukan bawaslu dan panwascam
di setiap kecamatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola komunikasi

yang dilakukan bwaslu dengan panwas sangat relepan dan saling
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dimana seseorang membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri

sendiri maupun kepada orang Jain yang tercermin dalam tindakan perilaku

tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa,
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Dalam pelaksanaan Koordinasi antar bawaslu dan panwas dalam
penanganan pelanggaran pilkda serentak kabupaten bulukumba tahun 2020
terkait ~dengan kesepakatan dan kominten dalam melakukan
koordinasi.adalah dengan mengadakan komitmen bersama dan bersama-

sama pula dalam proses pelaksanaan agenda yang telah di sepakati

bersama.kesepakatan bersama adalah wujud dari konsistensi dari aparatur

/J«gwg\\\

q'l“ l\\ \Q

berkaitan dengan kegiatan penanganan pelnggaran pilkada serentak
kabupaten bulukumba tahun 2020, komitmen dari semua bentuk dasar
kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pencapaian hasil
yang optimal keberlanjutan dari penanganan pelanggran pilkada serentak
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kabupaten bulukumba tahu 2020 dapat memberikan umpan balik yang
dapat di jadikan bahan evaluasi dalam hal ini bawaslu kabupaten
bulukumba,dengan demikian apa yang menjadi kekurangan pada kinerja
penyelenggara sebelumnya dapat memberikan dorongan bagi bawaslu
kedepannya agar lebih baik lagi dalam menjalanklan tugasnya.

Kﬂhdﬂﬂju‘[ﬂn penaneanat n

bulukmba tahun 2020 1
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BABV
PENUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil dan pembahsan penelitian yang telah di uraikan dan

kemukakan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat membuat sebuah

kesimpulan. tentang koordinasi bawaslu dan panwaslu dalam penangan

masing-masing dalam penanganan pelanggran pilkada serentak kabupaten
bulukumba tahun 2020.

3. Kontuinitas perencanaan dalam koordinasi bawaslu dan panwas dalam

penangagan pelanggaran pilkada serentak bulukumba tahun 202.ini masih
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terlaksana salah sataunya yaitu kegiatan Kampung Demokrasi dan Anti
Politik Uang sebagai kegiatan yang berkelanjnutan, tidak sekedar kegiatan
formalitas dan seremonial semata, akan tetapi ini adalah langkah awal
melakukan sosialisasi pengawasan partipatif agar tercipta suasana pemilihan
vang jauh dari kesan pragmatis.

B. Saran

pelanggran pilkadda serentak kabupaten bulukumbas tahun 2020.
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